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PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 84/Permentan/PD.410/8/2013

TENTANG

PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN, DAN/ATAU OLAHANNYA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

a.

bahwa sebagai tindak lanjut amanat Pasal 59 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan, telah ditetapkan
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/
OT.140/9/2011 tentang Rekomendasi Persetujuan
Pemasukan Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau
Olahannya Ke Dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia, juncto Peraturan Menteri Pertanian Nomor
63/Permentan/0T.140/5/2013;

bahwa untuk memberikan kelancaran dan kepastian
dalam pemasukan karkas, daging, jeroan, dan/atau
olahannya, Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi;

bahwa untuk melindungi kesehatan dan ketenteraman
batin masyarakat, pemasukan karkas, daging, jeroan,
dan/atau olahannya ke dalam Wilayah Negara
Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan
aman, sehat, utuh, dan halal bagi yang dipersyaratkan;
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Mengingat

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, serta
untuk optimalisasi pelayanan pemasukan karkas,
daging, jeroan, dan olahannya ke dalam wilayah negara
Republik Indonesia, perlu meninjau kembali Peraturan
Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/OT.140/9/
2011 tentang Rekomendasi Persetujuan Pemasukan
Karkas, Daging, Jeroan, dan/atau Olahannya Ke
Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, juncto
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
63/Permentan/0T.140/5/ 2013;

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, lkan, dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3482);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan
Dunia (Pengesahan Agreement Establishing the World
Trade Organization) (Lembaran Negara Tahun 1994
Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3564);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3821);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan
Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003
Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 42);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang
Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5015);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang
Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang
Label, dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Tahun
1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3867);
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Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang
Karantina Hewan (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4002);

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang
Keamanan, Mutu, dan Gizi Pangan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4424);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang
Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan
Hewan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 214,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 5356);

Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara,
serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon |
Kementerian Negara;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
381/Kpts/0T.140/ 10/2005 tentang Pedoman
Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal
Hewan;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/
0OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Pertanian;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/
0OT.140/8/2012 tentang Tempat-tempat Pemasukan
dan Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan
Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan
Karantina;

Notifikasi Nomor G/SPS/N/IDN/43, tanggal 18
Januari 2010;
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG

PEMASUKAN KARKAS, DAGING, JEROAN DAN/ATAU
OLAHANNYA KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK
INDONESIA.

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1.

Karkas Ternak Ruminansia adalah bagian dari tubuh ternak
ruminansia sehat yang telah disembelih secara halal dan benar,
dikuliti, dikeluarkan jeroan, dipisahkan kepala, kaki mulai dari
tarsus/karpus ke bawah, organ reproduksi dan ambing, ekor, serta
lemak yang berlebih.

Karkas Unggas adalah bagian dari tubuh wunggas yang telah
disembelih secara halal dan benar, dicabuti bulunya, dan dikeluarkan
jeroan, dipotong kepala dan leher serta kedua kakinya.

Karkas Babi adalah bagian dari tubuh babi sehat yang telah dipotong,
dikerok bulunya, dipisahkan kepala dan kakinya, serta dikeluarkan
jeroannya.

Daging adalah bagian dari otot skeletal karkas yang terdiri atas daging
potongan primer (prime cut), daging potongan sekunder (secondary
cut), daging variasi (variety/fancy meats), dan daging industri
(manufacturing meat).

Daging Potongan Primer (prime cut) adalah potongan daging yang
memiliki keempukan, juiciness dan kualitas terbaik, berupa potongan
daging dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak
ruminansia dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen).

Daging Potongan Sekunder (secondary cut) adalah potongan daging
diluar potongan primer yang memiliki keempukan, juiciness dan
kualitas dibawah kualitas potongan primer, berupa potongan daging
dengan tulang dan tanpa tulang yang berasal dari ternak ruminansia
dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen).

Daging Variasi (variety/fancy meats) adalah bagian daging selain
daging potongan primer, daging potongan sekunder, dan daging
industri berupa potongan daging dengan tulang dan tanpa tulang
dalam bentuk segar dingin (chilled) dan beku (frozen) yang berasal dari
ternak ruminansia.
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Daging Industri (manufacturing meat) adalah bagian daging selain
daging potongan primer, daging potongan sekunder dan daging
variasi, yang terdiri atas prosot depan (forequarter), prosot belakang
(hindquater), tetelan (trimming) 65 CL sampai dengan 95 CL, daging
giling (disnewed minced meat), dan daging kotak (diced meat) untuk
keperluan industri.

Jeroan (edible offal) adalah isi rongga dada dan rongga perut yang
yang lazim dan layak dikonsumsi manusia.

Daging Olahan adalah daging yang diproses dengan cara atau metoda
tertentu, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Pemasukan adalah kegiatan memasukkan karkas, daging, jeroan
dan/atau olahannya dari luar negeri ke dalam wilayah negara
Republik Indonesia.

Rekomendasi Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner yang
selanjutnya disebut Rekomendasi adalah keterangan teknis yang
menyatakan karkas, daging, jeroan dan/atau olahannya memenuhi
persyaratan kesehatan masyarakat veteriner.

Badan Kesehatan Hewan Dunia/World Organization for Animal
Health/Office International des Epizooties yang selanjutnya disingkat
WOAH/OIE adalah suatu badan yang mempunyai otoritas
memberikan informasi kejadian, status, dan situasi penyakit hewan di
suatu negara, serta memberikan rekomendasi teknis dalam tindakan
sanitary di bidang kesehatan hewan.

Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara
hewan dan hewan; hewan dan manusia; serta hewan dan media
pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak
langsung dengan media perantara mekanis.

Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada
manusia atau sebaliknya.

Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang
berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung
atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Sistem Pelayanan Veteriner (veterinary services) adalah tatalaksana
penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat
veteriner disuatu negara yang mengacu kepada standar, pedoman,
dan rekomendasi organisasi internasional, antara lain WOAH/OIE,
Codex Alimentarius Commission (CAC), dan World Health Organization
(WHO).
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